Presiden Terima IHPS dan LHP Semester | Tahun 2022 dari BPK

Sumber : https://www.kominfo.go.id/

Jakarta Pusat, - Presiden Joko Widodo menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) | Tahun 2022
yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun di Istana Merdeka, Jakarta,
Selasa (01/11/2022). Dalam keterangannya setelah pertemuan, Anggota | BPK Nyoman Adhi Suryadnyana
menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan
di kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kami sampaikan tadi terkait beberapa
masukan-masukan dan pandangan-pandangan dari kami, rekomendasi dari kami terhadap hasil
pemeriksaan di kementerian, lembaga, BUMN. Masukan kepada pemerintah sebagai alternatif
pengambilan kebijakan dan juga perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola dan keuangan negara,” ucap
Nyoman. Selanjutnya, Nyoman menjelaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut tidak hanya
untuk satu kementerian tetapi juga disampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga melalui Kementerian
Keuangan. “Secara umum perbaikan-perbaikan yang dilakukan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Menteri
Keuangan selaku koordinator akan menyampaikan surat dari Presiden kepada seluruh kementerian dan
lembaga untuk menindaklanjuti apa temuan-temuan dan perbaikan-perbaikan dari kami,” jelasnya. Lebih
lanjut, Nyoman menuturkan bahwa rekomendasi temuan BPK tersebut meliputi berbagai bidang
menyangkut kementerian serta lembaga secara menyeluruh. “Temuan-temuan perbaikannya terkait bidang
pengendalian internal ada juga bidang terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundangan. Jadi
kami ini kan umum, IHPS ini tidak menyangkut satu dua kementerian, tapi kementerian dan lembaga secara
menyeluruh,” tutur Nyoman. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Isma Yatun, dan sejumlah anggota BPK.
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Catatan Berita

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2 ayat (2)
BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian
atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 16 ayat (1)
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat)
jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed
opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 20 ayat (1)

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
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Pasal 20 ayat (2)

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas
rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (4)

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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